PENGELOLAAN TAMBANG

Haedar: Kami Tak Mengejar Untung

SLEMAN, KOMPAS — Pimpinan
Pusat Muhammadiyah me-
mutuskan menerima tawaran
pemerintah untuk mengelola
tambang. Langkah serupa se-
belumnya telah diambil Peng-
urus Besar Nahdlatul Ulama.
Ketua Umum PP Muham-
madiyah Haedar Nashir me-
negaskan, pengelolaan tam-
bang oleh Muhammadiyah ini
demi mewujudkan keadilan
dan kesejahteraan sosial.
"Kami tidak mengejar ke-
untungan. Karena kalau mikir
diri sendiri, insya Allah Mu-
hammadiyah sudah cukup,”
kata Haedar dalam konferensi
pers seusai Konsolidasi Na-
sional Muhammadiyah, Ming-
gu (28/7/2024), di Convention

Hall Masjid Walidah Dahlan
Universitas Aisyiyah Yogya-
karta, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Melalui Peraturan Peme-
rintah (PP) Nomor 25 Tahun
2024 tentang Perubahan atas
PP No 96/2021 tentang Pe-
laksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral Batu-
bara, organisasi kemasyara-
katan (ormas) keagamaan da-
pat diprioritaskan sebagai pe-
nerima penawaran izin usaha
pertambangan.

Ini terjadi setelah dalam PP
yang ditetapkan pada 30 Mei
2024 itu disisipkan satu pasal
baru, yakni Pasal 83A. Pasal
tersebut menyebut bahwa wi-
layah izin usaha pertambang-

an khusus (WIUPK) dapat di-
tawarkan secara prioritas ke-
pada badan usaha milik ormas
keagamaan.

Terkait hal itu, KH Ulil Ab-
shar-Abdalla mengatakan, po-
sisi Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama adalah menerima ke-
bijakan pemerintah itu. NU
akan mengelola tambang se-
cara profesional (Kompas,
27/6/2024).

Lingkungan

Haedar menyatakan, Mu-
hammadiyah ingin mewujud-
kan pengelolaan tambang
yang tidak merusak lingkung-
an dan tidak menimbulkan
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konflik serta disparitas sosial.
Namun, ia mengakui, tidak mu-
dah mengelola tambang yang
bisa menghadirkan kesejahte-
raan bagi masyarakat dan tidak
merusak lingkungan. Akan
tetapi, selama ini Muhamma-
diyah memiliki pengalaman
mengelola unit usaha di ber-
bagai bidang, mulai dari pen-
didikan, kesehatan, sosial, hing-
ga perhotelan.

”Maka, menjadi tantangan
bagi kami jika IUP (izin usaha
pertambangan) ini kami man-
faatkan melalui badan usaha
kami. Kami akan mengelolanya
dengan cara saksama dan
mengeliminasi hal-hal proble-
matik,” ucap Haedar.

Secara khusus, ia berharap
Muhammadiyah bisa mengem-
bangkan model reklamasi yang
bisa memulihkan kondisi ling-
kungan area tambang dengan
baik.

”Apabila kami pada akhirnya
menemukan pengelolaan tam-
bang itu lebih banyak mafsa-
dat-nya, artinya banyak kebu-
rukannya untuk lingkungan so-
sial, lingkungan hidup, dan ber-
bagai aspek lainnya, kami juga
secara gentleman dan bertang-
gung jawab untuk mengembali-
kan IUP,” ujarnya.

Sekretaris Umum PP Mu-
hammadiyah Abdul Mu’ti me-
nambahkan, pengembangan
tambang oleh Muhammadiyah
diusahakan menjadi model usa-
ha not for profit. Keuntungan
usaha untuk mendukung dak-
wah dan amal usaha Muham-
madiyah serta masyarakat luas.

Untuk mengelola tambang,
lanjut Mu’ti, Muhammadiyah
telah membentuk tim pengelola
tambang Muhammadiyah yang
diketuai Ketua PP Muhamma-
diyah Bidang Ekonomi, Bisnis,
dan Industri Halal Muhadjir
Effendy dengan Muhammad
Sayuti selaku sekretaris.

Muhammadiyah juga akan
membentuk badan usaha untuk
mengelola tambang,

Di sisi lain, Mu’ti menyatakan
belum bisa memastikan di ma-
na wilayah tambang yang akan
dikelola Muhammadiyah. Hal
itu akan dibicarakan lebih lan-
jut dengan Presiden Joko Wi-
dodo dan menteri terkait.

Pada Sabtu (27/7) atau hari
pertama penyelenggaraan Kon-
solidasi Nasional Muhammadi-
yah, sejumlah aktivis yang ter-
gabung dalam Forum Cik Di
Tiro berunjuk rasa. Mereka
membentangkan poster dan
spanduk kritik terhadap PP
Muhammadiyah terkait konsesi
tambang dari pemerintah.

”Kami mengingatkan Mu-
hammadiyah untuk menjaga
kewarasan dan akal sehat bah-
wa ormas itu tugasnya menjadi
masyarakat sipil, menjadi or-
ganisasi yang mengontrol ne-
gara dan pemerintah, serta ber-
pihak pada kepentingan warga
negara,” ujar Masduki, salah se-
orang inisiator Forum Cik Di
Tiro.

Penerimaan terhadap tawar-
an pengelolaan tambang juga
dapat merusak kekuatan alter-
natif dalam sistem demokrasi,
dalam hal ini Muhammadiyah
sebagai kekuatan masyarakat

sipil. (HRS)




